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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di
bawah ini :

Nama : Andi Mannojengi

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Th.Haeru Rahayu

Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
PIt. Direktur Jenderal Perikanan Kepala Pelabuhan Perikanan
Tangkap usantara Pengambengan

g

l Th. Haeru Rahayu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
__DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Nilal PNBPSektor Perikarian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengambengan

1 | Tangkap Meningkat di PPN 1 (Rp Juta) 760,97
Pengambengan P
Produktivitas perikanan tangkap v N :
S olume produksi perikanan tangkap di PPN
2 | di PPN Pengambengan 2 14.479
meningkat Pengambengan (Ton)
3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa 100
Pengelolaan PPN dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)
3 :;ggambenga" yang berdaya 4 | Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai) 84
5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan 84
Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas
Pengembangan dan peningkatan 6 | Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 10,31
4 | fasilitas PPN Pengambengan (Persen)
yang optimal 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan 30 1
Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai) '
;Z?%z':fnagr:(:ggsl"g:;";::gn dan Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi
4 berdaya saing di PPN 8 | ketentuan (Kapal) 1.043
Pengambengan
Pengelolaan Awak Kapal Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi
5 | Perikananyang o g | dan Perlindugan Nelayan/Awak Kapal Perikanan 25
Tersertifikasi/Terlindungi di PPN (Persen)
Pengambengan

Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah
10 | Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan 45,10
Nusantara Pengambengan (Nilai)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
11 | Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan 80
Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan

S 94
Tata Kelola Pemerintahan yang Nusantara Pengambengan (Nilai)
8 Baik di Lingkungan PPN 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan
Pengambengan Nusantara Pengambengan (Indeks)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
14 | Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 80
(Persen)
15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan 80
Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara 93.76
Pengambengan (Nilai) !
17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan 86
Nusantara Pengambengan (Nilai)
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan 88.30
Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks) !
Kegiatan : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 3.517.716.000,-

2. Dukungan Manajemen Rp. 11.576.879.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 15.094.595.000,-

Jakarta, 10 Januari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Kepala Pelabuhan Perikanan
Tangkap

santara Pengambengan




